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.GUIBERNIUR PROV~NSI PAIERAH IKHUSUS
!8UKOTA JAKARTA.

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2172 TAHUN 2015

TENTANG·

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEl\I1BANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI
JALAN MUARACILIWUNG III RT 006 RW 03, KELURAHAN TANJUNG BARAT,.

KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang a. bahwa daIam rangkapenyediaan Ruang Terbuka Hijau bagi
. warga kota Jakarta dari pemenuhan target Ruarig Terbuka

Hijau di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu
didukung upaya penyediaanjpengadaan lahan yang memadai;

b. bahwa berkaitandengan upaya penyediaanjpengadaan lahan
yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan petnbangunan Ruang
Terbuka Hijau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur . tentang Penetapan Lokasi' Untuk Pembangunan
Ruang Terbuka Hijau di Jalan MuaraCiliwung III RT 006
RW 03, KelurahanTanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota
Administrasi Jakarta Selatan; .

mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960'. tentang Peraturan
. Dasar Pokok~pokokAgraria;.

2. Undang~UndangNomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian TanahTanpa Izin yangBerhak atau Kuasanya;

3. Undang~Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
.Ruang;

. . . . .

4. Uridang~UndangNomor 29 Tahl,ln 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi . Daerah .Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia; .

5.Vndang~Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
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6. Undang-Undang NomoI' 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

7. Undang-UndangNOmor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan
Daerah . sebag'aimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Urtdang-Undang NomoI' 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Presiden NomoI' 54 Tahun 2008 tentang Penataan
. Ruang Kawasan Jakarta, Bogar, Depok, Tangerang, Bekasi,

Puncak, Cianjur;

9.Peraturan . Presiden NomoI' 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden NomoI' 30 Tahun 2015;

. .

10. Peraturan MenteriDal~m'Negeri . NomoI' 72 Tahu~ 2012
tentang Biaya Opera,sional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan' Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum .yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional NomoI'S
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan
Tanahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
NomoI' 6 Tahun 2015;. '. .

12. 'Peraturan Daerah NomoI' 1 Tahun 2012 tehtang Rencana Tata
.Ruang Wilayah 2030;

. '. .
13. Peraturan Daerah. NomoI' 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; .

14. Peraturan baerah Nomor i2 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;·

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNURTENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK
PEM.BANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU. DI JALAN MUARA
CILIWUNG III RT 006' RW 03, KELURAHAN TANJUNG BARAT,
KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN:

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Te~buka Hijau
selua,s ± 9.847 m 2 (Iebih kurang sembilan ribu delapan ratus
empatg puluh tujuh meter ·persegi) yang terletak di Jalan Muara

..Ciliwung III· RT 006 RW 03, Ke1urahan Tanjung Barat, Kecamatan
Jagakarsa, Kota. Administrasi Jakarta Selatan sesuai gambar peta

. NomoI' 175/S/PSR/DPK/VIII/2015 sebagaimana tercantum dalam
."Lampiran Keputusart Gubernur ini.. .

KEDUA : Kepala Dirtas Pertamanah dan Pemakaman Provirtsi DKI Jakarta
agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan·
bangurtan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya
serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung
maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan Ruang
Terbuka Hij-au sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
berlaku . untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali. untuk jangka waktu paling lama
1 (satu) tahun.
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KEEMPAT·· Kepala Dinas Pertarnanan dan Pernakarnan Provinsi OK! Jakarta
wajib rnengurnurnkanjrnernpublikasikan rencana pernbangunan
Ruang Terbuka Hijau sebagairnana dirnaksud· pada dikturn
KESATU paling larnbat l4 (ernpat belas) hari kerja, kepada
rnasyarakat yangterkeri.a penetapan lokasi.

KELIMA ·:Apabila· bidang tanah sebagairnana dirnaksud pada dikturn
KEDUA .. sudah ·dibebaskan dan dikuasaisepenuhnya, rnaka·
Kepala Dinas Pertamanan dan Pernakarnan Provinsi OK! Jakarta

. wajib· segera rnenyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah
berikut dokurnen kepernilikannya kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi OK! Jakarta untuk dicatat
dandibukukan sebagai aset Pernerintah Provinsi Daerah Khusus
!bukota Jakarta serta rnelaporkan kepada Gubernur Provinsi OK!
Jakarta.. . ... .

KEENAM Kepala· Dinas Pertarnanan dan Pernakarnan· Provinsi OK! Jakarta
agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Ptovinsi
OK! Jakartaterkait klarifikasi kewajibanj dalarn S!PPT.

KETUJUH : Pernbiayaan untuk· pelaksanaan pengadaan tanah sebagairnana
dirnaksud pada dikturn KEDUA, dibebankan .pada Anggatan
Pendapatan dan .Belanja Daerah· (APBD) rnelalui Dokurnen
Pelaksanaan 'Anggaran(bPA) Diri.as Pertarnanan dan Pernakarnan
Provinsi OK! Jakarta. .

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini m:ulai berlaku pada tanggal ditetapkart.

. Ternbusan :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober .2015
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1. WakilGubernur Provinsi DKIJakarta
:2. Sekretaris Daerah Provinsi 0 KI Jakarta
3. Asisten Pernbarigunan dan Lingkungan Hidup

Sekda Provinsi OK! Jakarta
4. Asisten Pernerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. !nspektur Provinsi DKI Jakarta.·
6. KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi DK!. Jakarta .. .
7. Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah

Provinsi OK! Jakarta
8. WalikotaJakarta Selatari.
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi OK! Jakarta

10. Kepala Dinas Pertarnari.andan Pernakarnan .
ProvinsiDKI Jakarta. ..

11. Kepala Biro Hukurn Setda Provinsi DKI Jakarta
12. KepalaBiro Penataan Kota dan Lingkungan· Hidup

Setda Provinsi DKI Jakarta .
13. CarnatJagakarsa
14 .. Lurah Tanjung Barat .


